WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR > /> TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
YANG MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN JAMBAN/WC LAYAK
DALAM RANGKA PERCEPATAN OPEN DEFECATION FREE
(BEBAS BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN) DI KOTA BANJARMASIN

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BANJARMASIN,

: a. bahwa dalam rangka percepatan ODF (Open Defecation

Free) - Bebas Buang Air Besar Sembarangan terhadap
penyediaan sarana sanitasi bagi masyarakat yang belum
memiliki sarana sanitasi yang layak;

b. bahwa sebagai upaya menghilangkan kebiasaan buang
air besar sembarangan dan meningkatkan kualitas
sanitasi, supaya angka penyakit berbasis lingkungan
seperti diare dapat berkurang;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin yang Melaksanakan
Pembangunan Jamban/WC Layak Dalam Rangka
Percepatan Open Defecation Free (Bebas Buang Air Besar
Sembarangan) di Kota Banjarmasin;

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013



10.

Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6397);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3106);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan Sebagimana Telah
Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
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12.

13.

14.

15.

16.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6354);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan  Kemiskinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014
tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781):

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun
2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2012
tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja
Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2012 No 4);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

: a. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor
1138/ MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan
Kabupaten/ Kota Sehat;

b. Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian

Dalam Negeri RI tanggal 22 Maret 2022, Nomor
440/2007 /Bangda  tentang  Pemberitahuan  Awal
Pelaksanaan Verfikasi Kabupaten/ Kota Sehat tahun
2023;

MEMUTUSKAN:

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
yvang Melaksanakan Pembangunan Jamban/WC
Layak Dalam Rangka Percepatan Open Defecation
Free (Bebas Buang Air Besar Sembarangan) di Kota
Banjarmasin adalah Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
untuk membangun sarana sanitasi jamban/WC
layak di Kota Banjarmasin dengan jumlah
pembangunan Jamban/WC masing-masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal - tembe:

WALI KOTA BANJARMASIN,

%

IBNU SINA



